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WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah
menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang
telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16  Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan
Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah



beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 159 Seri D)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 33 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007

11.

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51
Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 21 Seri D);



12.Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan
keuangan memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;

o

. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional,

o o

. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas; dan

g. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik

daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan...... Rp 1.577.679.933.045,20
Belanja ........... Rp 1.665.420.970.708,79
SUTIPIUS. cceiiiieee e Rp (87.741.037.663,59)

b. Pembiayaan
- Penerimaan ..Rp 205.392.523.805,46
- Pengeluaran . Rp -
SUTIPIUS. ceeiiiiiiee e Rp 205.392.523.805,46




Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan
sejumlah Rp17.638.110.868,80 dengan rincian sebagai
berikut :

1. Anggaran Pendapatan Rp 1.595.318.043.914,00

2. Realisasi Rp 1.577.679.933.045,20 _
Selisih kurang Rp (17.638.110.868,80)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp135.286.367.716,21 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Rp 1.800.707.338.425,00
2. Realisasi Rp 1.665.420.970.708,79
Selisih kurang Rp (135.286.367.716,21)

c. Selisih anggaran dengan realisasi  surplus/
defisit sejumlah Rp117.648.256.847,41 dengan rincian
sebagai berikut :

1. Defisit Rp (205.389.294.511,00)
2. Realisasi Rp (87.741.037.663,59)
Selisih kurang Rp 117.648.256.847,41

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp3.229.294,46 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran penerimaan

pembiayaan Rp 205.389.294.511,00
2. Realisasi Rp 205.392.523.805,46
Selisih lebih Rp 3.229.294,46

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sebesar 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran

pembiayaan Rp -
2. Realisasi Rp -
Selisih Rp -

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sebesar
Rp3.229.294,46 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pembiayaan netto Rp 205.389.294.511,00

2. Realisasi Rp 205.392.523.805,46
Selisih lebih Rp 3.229.294,46




N —

— O

c
1
2

Pasal 4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2016
adalah sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 205.342.170.311,46
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan
Pembiayaan Tahun Berjalan Rp (205.342.170.311,46)
c. SiLPA/SiKPA Rp 117.651.486.141,87
d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 117.651.486.141,87
Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut :

. Kegiatan Operasional
. Pendapatan-LO Rp 1.658.418.778.683,18
. Beban-LO Rp 1.610.937.834.863,09
Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional Rp 47.480.943.820,09

. Kegiatan Non Operasional
. Surplus Non

Operasional Rp .
. Defisit Non

Operasional Rp -

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp -
. Pos Luar Biasa
. Pendapatan Luar Biasa Rp -
. Beban Luar Biasa Rp -

Jumlah Pos Luar Biasa Rp -

Pasal 6

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp 2.541.198.704.873,20
b. Surplus/Defisit LO Rp 47.480.943.820,09
c. Ekuitas Mutasi Rp 1.143.067.433.899,58
d. Ekuitas Akhir Rp 3.731.747.082.592,87
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Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per
31 Desember Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp 224.434.123,31

b. Jumlah Kewajiban Rp 18.477.351.530,44

c. Jumlah Ekuitas Rp 3.731.747.082.592,87
Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember

tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Pasal 9

Saldo kas 1 Januari 2016 Rp 205.342.170.311,46
Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 170.064.046.546,26
Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (257.805.084.209,85)
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp 50.353.494,00
Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp 13.000,00
Saldo akhir kas BUD dan BLUD Rp 117.651.499.141,87
Kas di bendahara pengeluaran pada Dinas
Pendidikan (sisa dana BOSNAS dan
BOSPROV) Rp 11.698.221.917,00
Kas di bendahara penerimaan- Rp 31.450.000,00
titipan pajak hiburan
Kas di tim dana bergulir Rp 87.290.814,00
Kas jaminan bongkar Rp 2.729.869.916,00
Kas pada Dinas Perindagkoptan bidang
Pertanian untuk Ketahanan Pangan Rp 192.090.780,00
Titipan Pihak Ketiga atas teter 4D dan Rp 207.654.155,00
toilet Taman Pintar

. Kewajiban kepada Pemda DIY Rp 6.979.700,00
Titipan Bendahara RSUD Rp 1.280.000,00
Titipan Bendahara Puskesmas Mergangsan Rp 15,00
Titipan Bendahara RS Pratama Rp 56.075,00
Uang Pihak Ketiga RS Pratama Rp 6.331.918,00
Saldo akhir kas per 31 Desember 2016 Rp 132.612.724.431,87

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi
baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri
dari :



a.
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Lampiran I

1. Lampiran [.1

2. Lampiran 1.2

3. Lampiran 1.3

4. Lampiran 1.4

S. Lampiran 1.5

6. Lampiran 1.6

Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI
Lampiran XII

Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI

Lampiran XVII
Lampiran XVIII :
: Daftar kewajiban jangka panjang;

: Daftar kegiatan-kegiatan yang belum

Lampiran XIX
Lampiran XX

: Ringkasan laporan realisasi

: Laporan realisasi anggaran

anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

: Rincian laporan realisasi anggaran

menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program dan kegiatan;

: Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

: Daftar jumlah pegawai per golongan dan per

jabatan;

: Rincian realisasi anggaran pendapatan

daerah;

: Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

: Laporan operasional;

: Laporan perubahan ekuitas;

: Neraca;

: Laporan arus kas;

: Catatan atas Laporan Keuangan;

: Daftar rekapitulasi piutang daerah;

: Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak

tertagih;

: Daftar rekapitulasi dana bergulir dan

penyisihan dana bergulir;

: Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
: Daftar rekapitulasi realisasi penambahan

dan pengurangan aset tetap daerah;

: Daftar rekapitulasi aset tetap;
: Daftar rekapitulasi konstruksi dalam

pekerjaan;

: Daftar rekapitulasi aset lainnya;
: Daftar dana cadangan daerah;
: Daftar pinjaman dan obligasi daerah;

Daftar kewajiban jangka pendek;

diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya;



u. Lampiran XXI : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha
Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (2) memuat ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/ perusahaan daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
HARYADI SUYUTI
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd
TITIK SULASTRI
LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA : (8,38/2017)



